ABSTRAK

Dalam Hukum positif Diatur tentang Jaminan gadai pada Pasal 1150 sampai dengan
Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat dipahami Penyerahan benda
gadai sebagai Jaminan kepada penerima gadai (kreditur) atau pihak ketiga bukan
bermakna levering yaitu penyerahan yang bermaksud mengalihkan kepemilikan benda,
tetapi bermakna sebagai penyerahan untuk dibebani jaminan gadai. Benda gadai yang
berada dalam kekuasaan si penerima gadai (kreditur) atau pihak ketiga, Menurut Pasal
1152 dan pasal 1157 KUHPedata melarang pemberi gadai untuk menggunakan benda
yang di gadaikan dan memberikan kewajiban bagi si penerima gadai (kreditur) atau
pihak ketiga untuk merawat benda gadai yang ada dalam kekuasaannya. Penerima
gadai bertanggung jawab atas kehilangan atau kemerosotan benda gadai, kalau hal itu
terjadi karena kesalahannya (kelalaiannya). Perlu di ketahui meski pada pasal tersebut,
tidak menegaskan adanya larangan bagi si penerima gadai (kreditur) atau pihak ketiga
untuk mempergunakan atau memanfaatkan benda Jaminan gadai. Namun makna Pasal
1157 KUH Perdata dapat diartikan bahwa untuk menjaga benda gadai dari kemerosotan
maka si penerima gadai (kreditur) atau pihak ketiga tidak diperbolehkan untuk
mempergunakan benda gadai. Lantas sampai saat ini masih banyak perjanjian gadai
yang dalam isi perjanjian memperbolehkan digunakannya barang jaminan gadai
terutama pada gadai perseorangan di kota Jambi. Perjanjian gadai pada gadai
perseorangan ini rawan terhadap resiko gadai dan ada tindakan yang bertentangan
dengan prinsip hukum gadai. Hal ini yang menjadi perhatian sehingga peneliti ingin
mengkaji lebih lanjut dari praktek perjanjian gadai yang terjadi di kota jambi.
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